BAB Il
TINJAUAN UMUM TENTANG KOMPILASI

HUKUM ISLAM

A. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi berasal dari bahasa Latin “compilare”
yang diartikan mengumpulkan bersama-sama, seperti
mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar di mana-
mana.! Istilah ini dikembangkan menjadi compilation
dalam bahasa Inggris atau compilatie dalam bahasa
Belanda. Kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia
menjadi kompilasi, sebagai terjemahan langsung dari dua
perkataan tersebut. Dalam pengertian hukum, kompilasi
merupakan sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang
memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat
hukum atau aturan-aturan hukum.?

Secara umum kompilasi dapat berarti pula

mengumpulkan bahan-bahan yang tersedia ke dalam bentuk

! Barzah Latupono, dkk. Buku Ajar Hukum Islam, (Yogyakarta:
Deepublish, 2017), Cetakan I, h. 155.

2 Achmad Irwan Hamzani, Hukum Islam dalam Sistem Hukum di
Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2020), Cetakan I, h. 127.
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yang teratur (baik), seperti dalam bentuk sebuah buku
mengumpulkan berbagai macam data. Pengertian yang
lebih luas kompilasi dapat berarti:*

1. Suatu proses kegiatan pengumpulan berbagai
bahan untuk membuat sebuah buku tabel statistik
atau yang lain dan mengumpulkannya teratur
mungkin, setelah sebelumnya bahan-bahan
tersebut diseleksi.

2. Sesuatu yang dikumpulkan seperti buku yang
tersusun dari bahan-bahan yang diambil dari
sumber buku buku.

3. Menghimpun atau proses penghimpunan.

Sebagaimana pengertian dan definisi di atas maka
dapat dipahami bahwa kompilasi merupakan suatu bentuk
proses pengumpulan berbagai bahan dan data yang diambil
dari berbagai sumber buku atau untuk disusun kembali ke

dalam sebuah buku baru yang lebih teratur dan sistematis

® M. Sulaeman Jajuli, Figh Madzhab ‘Ala Indonesia (Dalam
Wasiat dan Hibah), (YYogyakarta: Deepublish,2015), h. 168.
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proses pengambilan ini dilakukan dengan seleksi sesuai
dengan kebutuhan.

Pengertian di atas memberikan gambaran bahwa
kompilasi tidak selalu berupa produk hukum yang memiliki
kepastian dan kesatuan hukum. Sebagaimana halnya
kodifikasi, akan tetapi dalam konteks hukum kompilasi
merupakan sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang
memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat
hukum, atau juga aturan hukum. Dengan demikian,
pengertian kompilasi dalam hal ini berbeda dengan
kodifikasi. Namun, secara substansial keduanya sama-sama
sebagai sebuah buku hukum. perbedaan keduanya terletak
pada kepastian hukum dan kesatuan hukum.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan
dengan Inpres nomor 1 tahun 1991 tidak disebutkan secara
tegas makna Kompilasi Hukum Islam. Busthanul Arifin
memahami  Kompilasi Hukum Islam dengan cara
mengumpulkan pendapat-pendapat dalam masalah figih
yang dianut umat Islam Indonesia usaha pengumpulan
diwujudkan dalam bentuk kitab hukum dengan bahasa

undang-undang dan selanjutnya kumpulan ini menjadi kitab
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hukum yang dipedomani sebagai dasar bagi setiap putusan
peradilan agama.® Sedangkan kodifikasi undang-undang
dan peraturan-peraturan tersebut, dibukukan secara
sistematis dan lengkap kemudian dituangkan ke dalam
bentuk kitab undang-undang seperti KUHPidana,
KUHPerdata dan lain-lain. Selain itu, kodifikasi selalu
mempunyai kekuatan dan kepastian hukum untuk

menciptakan hukum baru atau mengubah yang telah ada.

B. Sejarah Pembentukan Kompilasi Hukum Islam
1. Latar Belakang Lahirnya Kompilasi Hukum Islam
Lahirnya  Kompilasi  Hukum  Islam  ini
dilatarbelakangi adanya keinginan umat Islam di Indonesia
untuk memiliki pedoman figih yang seragam secara
nasional. Dikarenakan adanya kesimpangsiuran putusan
dan tajamnya perbedaan pendapat dalam lembaga
Pengadilan Agama yang berkaitan dengan masalah-masalah
hukum Islam. Dikatakan bahwa hukum Islam (figh)

tersebar dalam sejumlah besar kitab susunan para fugaha

* M. Sulaeman Jajuli, Figh Madzhab ‘Ala Indonesia (Dalam
Wasiat dan Hibah),..., h.170.
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beberapa abad yang lalu dan biasanya dalam setiap masalah
selalu ditemukan lebih dari satu pendapat (gaul). Bagi
pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok tertentu mungkin
sudah jelas, mengingat masing-masing telah menganut
paham tertentu. Dalam hal ini M. Yahya Harahap
memberikan jawaban: “mungkin belum ada hukum positif
yang dirumuskan secara sistematis sebagai landasan
hukum yang mutlak atau hukum Islam yang ada di
Indonesia pada umumnya masih merupakan abstraksi
hukum > Dikemukakannya bahwa umat Islam di Indonesia
belum memiliki wujud hukum Islam secara konkret dan
positif. Yang Indonesia miliki baru berupa “abstaksi”
hukum yang substansinya terdapat dalam Al-Qur’an, dalam
bentuk “wahyu matluw” dan Sunnah “ghairu matluw”.
Substansi hukum yang abstrak itu memang sudah tersusun
dalam kitab-kitab figih para mujtahid sesuai dengan ra’yu

dan suasana waktu serta lingkungan dimana kitab itu

® Rahmat Rosyadi, Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif
Tata Hukum Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 103.
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ditulis.® Menurut Bustanul Arifin, salah satu kenyataan
yang tidak bermaksud bahwa mengingkari perbedaan
pendapat adalah rahmat, tetapi yang ditekankan disini
adalah untuk diberlakukan di pengadilan, suatu peraturan
harus jelas dan sama bagi semua orang, yakni harus ada
kepastian hukum.

Kondisi sosial semacam itu yang membuat para
tim perumus Kompilasi Hukum Islam merasa perlu
untuk membuat sebuah aturan baku untuk memecah
kebuntuan  kondisi  tersebut.  Selain  alasan itu,
pemerintah juga memberikan alasan tersendiri mengapa
Kompilasi Hukum Islam penting untuk dirumuskan.

Di dalam Konsideran Keputusan Bersama Ketua
Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret
1985 No. 07/KMA/1989 dan No. 25 tahun 1985 tentang
Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum
Islam melalaui yurisprudensi atau yang lebih dikenal

sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam, dikemukakan

® Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta:
Akademika Pressindo, 2007), h. 28.
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ada dua pertimbangan mengapa proyek ini diadakan
oleh pemerintah, yaitu:’

a. Bahwa sesuai dengan  fungsi  pengaturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap
jalannya peradilan disemua lingkungan peradilan
di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan
Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam
yang selama ini menjadikan hukum positif di
Pengadilan Agama.

b. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi
meningkatkan  kelancaran  pelaksanaan  tugas,
sinkronisasi dan tartib administrasi dalam proyek
pembangunan Hukum Islam melalui
yurisprudensi, di pandang perlu membentuk suatu
tim proyek yang susunannya terdiri dari para
Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama

Republik Indonesia.

" Muhammad Tahmid Nur, Dkk, Realitas ‘Urf dalam
Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, (Madura:Duta
Media Publishing, 2020), h. 120.
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2. Penggagas Kompilasi Hukum Islam
Gagasan penyusunan Kompilasi Hukum Islam
muncul secara kolektif, karena para penggagas merupakan
bagian dari umat Islam dan bangsa Indonesia yang tidak
bisa dipisahkan. Maka, gagasan penyusunan Kompilasi
Hukum Islam sulit untuk ditentukan secara pasti siapa
penggagasnya pertama kali karena masing-masing
memunculkan penggagasnya yang ikut andil menggagas
untuk penyusunan Kompilasi Hukum Islam.
Beberapa versi dalam penggagas Kompilasi
Hukum Islam tersebut di antaranya adalah:®
a. Abdurrahman menerangkan bahwa gagasan
penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
pertama kalinya dikemukakan oleh Munawir
Sjadzali sebagai Menteri Agama pada bulan
Februari 1985 dalam ceramahnya di depan para

mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya.

8 M. Sulaeman Jajuli, Figh Madzhab ‘Ala Indonesia (Dalam
Wasiat dan Hibah),... h. 170.
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b. Ditbinbapera Depag RI, diterangkan bahwa
penggagas pertama Kompilasi Hukum Islam
adalah Bustanul Arifin sebagai Hakim Agung dan
Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama
Mahkamah Agung RI. Isi gagasannya adalah
tentang pembentukan Kompilasi Hukum Islam
dengan proyek pembangunan hukum Islam melalui
yurisprudensi. Gagasan tersebut muncul setelah
Mahkamah Agung berjalan dua setengah tahun
membina bidang teknis yustisial Peradilan Agama.

c. Ibrahim Hosein, menggambarkan bahwa gagasan
Kompilasi  Hukum Islam  berpangkal dari
pemikiran beliau yang disampaikannya kepada
Bustanul Arifin.

Namun jauh sebelumnya, gagasan pembentukan
Kompilasi Hukum Islam telah dilakukan Mahkamah Agung
bersama Departemen Agama RI sejak lahirnya Undang-
undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP

Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
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Kebutuhan akan kesamaan pandangan untuk menghindari
perbedaan penafsiran terhadap aturan hukum Islam telah
dirasakan. Oleh karena itu pada tanggal 16 September 1976
dibentuk panitia kerjasama MA-Depag dengan nama
PANKER dengan surat keputusan ketua MA No.
04/KMA/1976.° pembentukan kepanitiaan ini untuk
mengantisipasi persoalan-persoalan tersebut dan sekaligus
untuk mewujudkan kesatuan hukum dan bentuk hukum
tertulis bagi hukum Islam yang berlaku dalam masyarakat
yang sebagian masih dalam bentuk hukum tidak tertulis.
Kemunculan gagasan Kompilasi Hukum Islam
dapat dipandang dalam catatan sejarah berada dalam siklus
pemegang kekuasaan politik yakni kekuasaan yudikatif
Mahkamah Agung dan kekuasaan eksekutif Departemen
Agama. Mahkamah Agung adalah lembaga yudikatif yang
bertanggung jawab terhadap teknis yustisial peradilan.

Sedangkan, Departemen Agama posisinya sebagai lembaga

° Adib Hamzawi, “Urf dalam Kompilasi Hukum Islam
Indonesia”, Jurnal Inovatof Vol 4 No. 1 (Februari 2018) STAI
Hasanuddin Pare Kediri, h. 14.
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eksekutif yang bertanggung jawab terhadap organisasi
administrasi dan keuangan Pengadilan Agama. Dari situ
kemudian menghasilkan gagasan pembentukan Kompilasi
Hukum Islam. Namun keberadaan Kompilasi Hukum Islam
dapat pula dipandang sebagai suatu model figh yang
bercirikan khas keindonesiaan. Gagasan figh dimaksud
dimunculkan oleh pembaharuan hukum Islam Hazairin
(1905-1975) dan TM. Hasbi Asy Syiddieqy (1906-1976).%°
Keduanya sering mengemukakan pendapatnya mengenai
perlunya disusun semacam figih Indonesia yang sesuai
dengan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat Islam
Indonesia sebagaimana pernah berkembang di negara lain
seperti adanya figih hijaziy, mishriy, iraqiy dan lain-lain.
3. Pemrakarsa Pembentukan Kompilasi Hukum Islam
Proses ini sudah berlangsung sejak lama sejalan
dengan perkembangan hukum Islam di Indonesia atau
paling tidak sejalan dengan kemunculan ide-ide

pembaharuan dalam pemikiran hukum Islam Indonesia.

19 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,..., h. 31.
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Namun secara kelembagaan, proyek pembangunan
Kompilasi Hukum Islam dimulai sejak Mahkamah Agung
RI bersama Departemen Agama Rl memprakarsai melalui
yurisprudensi dengan proyek jangka waktu selama 2
tahun. Dilaksanakan oleh sebuah tim pelaksana proyek
yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Bersama Ketua
Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI nomor
07/KMA/1985 dan nomor 25 tahun 1985 pada tanggal 25
Maret 1985, yang bertanggung jawab membentuk proyek
Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan merancang tiga
buku hukum, masing-masing tentang hukum Perkawinan
(buku 1), hukum Kewarisan (buku 2) dan hukum
Perwakafan (buku 3).**

Berdasarkan susunan pelaksana proyek seperti
termaktub dalam Surat Keputusan Bersama bahwa
penempatan personil didasarkan pada jabatan struktural
yang bertanggung jawab terhadap pembinaan peradilan

agama, dengan menggunakan asas perimbangan

11 Habiburrahman, Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di
Indonesia (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011), Cetakan I, h. 66.
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ekuilibrium dari  dua instansi pemrakarsa yakni
keseimbangan personil di Departemen Agama dan
Mahkamah Agung dari 16 personil yang menduduki 11
jabatan, 8 personil dari Mahkamah Agung dan 7 personil
dari Departemen Agama RI, sedangkan satu personil
sisanya dari MUI yakni KH. Ibrahim Hosein, LML."

Pelaksanaan proyek ini kemudian didukung
olen Presiden Soeharto sebagai kepala negara, presiden
memiliki andil besar dan kompetensi yang menentukan.
Dibuktikan dengan turunnya Keppres nomor
191/SOSROKH/1985 dan nomor 06/SOSROKH/1985
tentang pelaksanaan proyek pada tanggal 10 Desember
1985 dengan biaya sebesar Rp. 230 juta. Biaya ini
dikeluarkan dari Presiden Soeharto sendiri bukan berasal
dari APBN.

Panitia bekerja selama lebih kurang sekitar 5
(lima) tahun, pada tahun 1988 rumusan Kompilas Hukum

Islam siap diajukan kepada pemerintah dalam rangka proses

2 M. Sulaeman Jajuli, Figh Madzhab ‘Ala Indonesia (Dalam
Wasiat dan Hibah),..., h. 177.
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menuju legalitas sebuah aturan perundang-undangan.
Selama tiga tahun lebih dalam masa penantian menunggu
tindak lanjut nasib rancangan aturan Kompilasi Hukum
Islam, akhirnya pada tanggal 10 juni 1991, Presiden
Soeharto menandatangani Instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.%
4. Pihak-pihak yang terlibat
Di samping keterlibatan Departemen Agama dan
Hakim Agung dari Mahkamah Agung RI sebagali
penggagas dan pemrakarsa pembentukan Kompilasi Hukum
Islam, lembaga tersebut juga berperan sebagai penentu
kebijakan. Dalam proses penyusunan Kompilasi Hukum
Islam ikut terlibat pula para ulama dan intelektual muslim,
keterlibatan mereka masuk dalam lingkungan proses
penyusunan karena sengaja dilibatkan oleh tim pelaksana
proyek, dari sini intensitas keterlibatan mereka dalam
proses pembentukan Kompilasi Hukum Islam mempunyai

nilai yang berbeda-beda peran dan fungsi dalam

13 Habiburrahman, Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di
Indonesia,..., h. 57.
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pengambilan pengambilan keputusan, juga berlainan
diantara tokoh-tokoh dan organisasi yang memiliki peran
dan mampu mengaktualkan pemikiran dalam pembentukan
kompilasi hukum Islam. Di antaranya adalah:
a. Ulama

Definisi ulama yang dimaksud tersebut adalah para
cendekia dan ahli ilmu. Mereka adalah panutan dalam
berbicara dan panutan dalam berkarya sehingga hasil
pemikiran mereka dalam karya-karyanya dapat dibaca dan
memiliki manfaat bagi perkembangan umat Islam
Indonesia. Ulama yang terlibat dalam pembentukan
Kompilasi Hukum Islam adalah mereka yang mempunyai
otoritas untuk mengambil keputusan di bidang agama baik
secara pribadi maupun jamaah mereka merupakan bagian
dari organisasi sosial keagamaan.

Ulama sangat memiliki peran dalam keterlibatan
pembentukan Kompilasi Hukum Islam menurut catatan
pelaksana proyek sebagaimana telah dilakukan wawancara

terhadap para ulama tersebut di 10 lokasi wilayah PTA
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(Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bandung,
Surakarta, Surabaya, Banjarmasin, Ujung Pandang dan
Mataram) dengan melibatkan 185 ulama. Wawancara
dilakukan oleh tim pelaksana proyek ditambah dengan
wakil dari peta wilayah responden semua pewawancara
adalah laki-laki tak seorangpun perempuan dilibatkan.
Sedangkan dalam lokakarya selain sebagai peserta para
ulama terhebat pula dalam tim perumus komisi antara
lain:**
1) Komisi A tentang hukum perkawinan adalah KH.
Ali Yafie dan KH. Nahji Ahyad.
2) Komisi B tentang hukum kewarisan adalah KH.
Azhar Basyir.
3) Komisi C tentang hukum wakaf adalah KH.
Ibrahim Hosein dan KH. Aziz Masyhuri.
b. Intelektual (Cendekiawan) Muslim

Intelektual muslim di sini adalah mereka yang

diakui kepakaran ilmunya terutama di bidang hukum Islam

Y M. Sulaeman Jajuli, Figh Madzhab ‘Ala Indonesia (Dalam
Wasiat dan Hibah),..., h. 180.
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mereka yang biasanya mengajar di sebuah perguruan tinggi
Islam. Intelektual muslim memiliki peran sebagai peneliti
kitab-kitab kuning dan peserta lokakarya pembangunan
hukum Islam melalui yurisprudensi kitab-kitab yang diteliti.
Penelitian kitab-kitab yang dimaksud dilakukan oleh 1AIN
se-Indonesia yaitu : IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, IAIN
Syarif Hidayatullah Jakarta, IAIN Antasari Banjarmasin,
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, IAIN Sunan Ampel
Surabaya, IAIN Alauddin Ujung Pandang, IAIN imam
Bonjol Padang.™

Sedangkan dalam lokakarya di samping sebagai
peserta para intelektual cendekiawan muslim, mereka juga
terlibat dalam tim perumus, yakni tim perumus komisi C
tentang hukum wakaf yang terlibat adalah Prof. Dr. H.
Rahmat Djatnika dari IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.

5. Metodologi  Penelitian dalam  Pembentukan
Kompilasi Hukum Islam.

Dalam  merumuskan  hukum-hukum  figih

sebagaimana ditujukan untuk dijadikan sebagai hukum

> M. Sulaeman Jajuli, Figh Madzhab ‘Ala Indonesia (Dalam
Wasiat dan Hibah),..., h. 182.



41

materiil bagi Pengadilan Agama. Maka, dibutuhkan
metode-metode pendekatan yang mencapai standar minimal
untuk mencapai upaya penyusunan Kompilasi Hukum
Islam. Proyek pembangunan ini dibentuk dengan beberapa
langkah sebagai berikut :
a. Pengumpulan Data

1) Penelitian Kitab-Kitab Kuning

Badan peradilan di lingkungan Pengadilan Agama
telah menetapkan 13 kitab sebagai pedoman bagi para
hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan
memutuskan perkara.'® untuk mendapat kepastian hukum
tidak hanya 13 kitab, akan tetapi didukung dengan Kitab
lainnya sehingga jumlah total kitab-kitab yang diteliti
sebanyak 38 kitab pokok hukum materiil yang diteliti
terbatas pada bidang hukum keluarga (perkawinan,
kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sadagah) dengan
rincian sebanyak 160 masalah suatu bidang hukum yang

selama ini menjadi wilayah kewenangan materiil peradilan

®Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,..., h. 22.
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agama penelitian ini dilakukan oleh 10 IAIN se-indonesia
selanjutnya hasil penelitian diolah lebih lanjut oleh tim
proyek bagian pelaksana bidang kitab dan yurisprudensi.

2) Penelitian Yurisprudensi 418 Peradilan Agama
Yurisprudensi yang diteliti yaitu produk-produk

putusan peradilan agama secara empiris dua dimensi
normatif dan empiris dalam hukum Islam terkandung
makna psikologis tersendiri yang bisa dijadikan indikator
sosiologis dalam penegakan hukum penelitian terhadap
yurisprudensi putusan Pengadilan Agama ini dilaksanakan
oleh direktorat pembinaan badan peradilan agama Islam
departemen agama RI terdapat 16 buku himpunan
yurisprudensi yang menjadi bahan penelitian yaitu:*’

a) Empat buah buku himpunan putusan PA/PTA
yaitu terbitan tahun 1976 sampai 1979 dan
1980/1981.

b) Tiga buah buku himpunan fatwa yaitu buku

terbitan tahun 1978 sampai 1981.

" M. Sulaeman Jajuli, Figh Madzhab ‘Ala Indonesia (Dalam
Wasiat dan Hibah),..., h. 184.
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c) Lima buah buku yurisprudensi Pengadilan
Agama vyaitu terbitan tahun 1977 sampai 1984
kecuali tahun 1980.
d) Empat buah buku Law Report yaitu buku terbitan
tahun 1977 sampai 1984 kecuali tahun 1980.

b. Wawancara
Rincian yang terkandung di dalam Kompilasi
Hukum Islam tidak hanya mengambil referensi dari kitab-
kitab sebagai rujukan utama namun juga wawancara-
wawancara dilakukan kepada sebagian para ulama,
tujuannya adalah untuk membuktikan kebenaran norma
hukum yang hidup di masyarakat. Wawancara dilakukan
kepada 185 ulama di 10 lokasi PTA Se-Indonesia. Ulama
dalam wilayah tersebut dipandang sebagai sumber yang
mewakili Indonesia baik dari segi responden maupun letak
geografisnya. Dari 185 ulama yang dijadikan responden
adalah ulama-ulama pilihan yang dipandang mempunyai
kemampuan yang memadai dan karismatik di lingkungan

masyarakat sekitarnya.
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Wawancara dilakukan dengan dua cara:
Mengajukan pokok-pokok masalah kepada responden
secara bersama dalam satu tempat atau dengan
mewawancarai mereka secara terpisah. Jika cara pertama
tidak memungkinkan dilaksanakan pokok masalah yang
dimaksud, disusun dan disajikan dalam sebuah buku
guidance questioners yang berisi 102 masalah dalam
bidang hukum keluarga (perkawinan, kewarisan, wasiat,
hibah dan wakaf).

c. Studi perbandingan

Studi perbandingan dilakukan terhadap produk-
produk hukum Islam di negara lain karena hal itu dianggap
penting sebagai bahan pertimbangan studi perbandingan
dalam rangka pembentukan di Indonesia dilaksanakan ke
timur tengah yaitu ke negara-negara:*®

1) Maroko
Dilaksanakan pada tanggal 28 dan 29 Oktober

1986. Studi ini dimaksudkan untuk memperoleh sistem atau

8 M. Sulaeman Jajuli, Figh Madzhab ‘Ala Indonesia (Dalam
Wasiat dan Hibah),..., h. 186.
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kaidah-kaidah hukum satu dengan yang lain terutama yang
paling tepat (aplicable dan acceptable) dalam konteks
Indonesia. Pihak-pihak yang dihubungi di negara Maroko
adalah:
a) Direktur institut kehakiman nasional.
b) Sekretaris jenderal kementerian wakaf dan
urusan Islam
c) Penasehat menteri wakaf dan urusan Islam.
d) Ketua Supreme courts
e) Ketua badan kerjasama UNESCO-ALESCO.
2) Turki
Dilaksanakan pada tanggal 1 dan 2 November
1986. Dua lembaga yang dijadikan studi perbandingan di
Turki selain pihak Supreme Courts yang saat itu diwakili
oleh Attorney General, fokus studi lainnya adalah ketua
Islamic Center.
3) Mesir
Dilaksanakan pada tanggal 3 dan 4 November

1986. di samping pihak pengadilan dan pemerintah yang
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berwenang terhadap hukum Islam juga dihubungi pihak
pihak perguruan tinggi Islam terbesar yakni ketua Supreme
Courts, Mufti Negeri dan menteri wakaf Mesir. Pihak lain,
seperti rektor Al Azhar, majelis tinggi Al Azhar, Grand
Syeikh Al-Azhar dan dekan fakultas dakwah Al Azhar
adalah partner studi yang tak ditinggalkan dalam menggali
dan mengkaji materi-materi perbandingan.

Studi perbandingan ini dilaksanakan oleh dua
orang vyaitu H. Masrani Basra selaku hakim agung
Mahkamah Agung RI selaku pimpinan pelaksana proyek
dan H. Muchtar Zarkasyi selaku Direktur Pembinaan Badan
Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI, dalam tim
pelaksana proyek berkedudukan sebagai wakil pimpinan
proyek. Hasil perbandingan diperoleh sebagai bahan
masukan bagi penyusunan Kompilasi Hukum Islam ada 3

materi sebagai hasil studi banding:*®

9 M. Sulaeman Jajuli, Figh Madzhab ‘Ala Indonesia (Dalam
Wasiat dan Hibah),..., h. 187.
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1. Sistem peradilan.

2. Masuknya Syariah Law dalam arus tata hukum
Nasional.

3. Sumber-sumber hukum dan hukum materiil yang
menjadi pegangan terapan hukum di bidang Al-
Ahwal  Al-Syakhsiyah  yang  menyangkut

kepentingan muslim.

o

. Lokakarya

Setelah rumusan terbentuk, seluruh data yang
diperoleh dari penelitian bidang Kkitab, penelitian
yurisprudensi, wawancara, studi perbandingan dan seminar
kemudian diolah dan dirumuskan oleh tim besar (tim
pelaksana proyek yang susunannya sebagaimana ditetapkan
dalam SKB tersebut) hasil rumusan tim besar ini kemudian
dibahas dan dirumuskan kembali oleh tim kecil yang
merupakan tim inti yang termasuk dalam tim inti adalah
Bustanul Arifin, H. MD. Kholid, H. Masrani Basrah, HM.
Yahya Harahap, H. Zaeni Dahlan, H. Muchtar Zarkasyi, H.

Amiruddin Noer, H. Marfuddin Kosasih.
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Pada tanggal 29 Desember 1987 tim kecil berhasil
dirumuskan oleh Sidang komisi terdiri dari komisi hukum
perkawinan, komisi hukum kewarisan dan komisi hukum
wakaf. Masing-masing komisi kemudian membentuk tim
perumus nya pada akhir sidang pleno wakil dari MUI KH.
Hasan Basri, wakil dari NU KH. Ali Yafie dan wakil dari
Muhammadiyah KH. AR. Fachruddin. Pada hari itu juga
naskah tersebut oleh pemimpin proyek pembangunan
hukum Islam melalui yurisprudensi diserahkan kepada
Ketua MA RI dan Menteri Agama RI rancangan naskah
kompilasi hukum Islam hasil Rumusan tim kecil dibahas
dan dikaji ulang oleh para ulama dan cendekiawan muslim
dalam forum lokakarya pembangunan hukum Islam melalui
yurisprudensi lokakarya tersebut diselenggarakan pada
tanggal 2 sampai 6 Februari 1988 di hotel Kartika Chandra
dan diikuti oleh 124 peserta acaranya dibuka oleh ketua
Mahkamah Agung RI saat itu Ali Said SH dan ditutup oleh

Menteri Agama Rl H. Munawir Sjadzali, MA.%

20 M. Sulaeman Jajuli, Figh Madzhab ‘4la Indonesia (Dalam



C. Materi Pokok Kompilasi Hukum Islam
Keseluruhan Kompilasi Hukum Islam terdiri atas
atau dibagi dalam tiga bab kitab hukum dengan urutan
sebagai berikut :
1. Buku I tentang Hukum Perkawinan
Buku ini terdiri dari 19 bab dan 170 pasal (Pasal
1 -170). mengenai materi pokok hukum perkawinan sebagai
berikut :
a. Penjabaran Undang Undang Nomor 16 tahun
2019
b. Menegaskan landasan filosofis perkawinan
c. Menegaskan landasan perkawinan
d. Menegaskan landasan yuridis.
e. Penjabaran peminangan
f.  Penerapan rukun dan syarat pernikahan.
g. Pengaturan tentang mahar.
h. Penghalusan dan perluasan larangan

perkawinan.

Wasiat dan Hibah),..., h. 189.
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i.  Memperluas perjanjian perkawinan.
j. - Mendefinisikan kebolehan kawin hamil.
k. Ketentuan Poligami
I.  Aturan pencegahan perkawinan.
m. Aturan pembatalan perkawinan.
n. Penjelasan tentang aturan hak dan kewajiban
suami istri
0. Pengaturan harta bersama.
p. Pemeliharaan anak
gq. Kepastian pemeliharaan  anak  akibat
perceraian.
r. Perwalian diperluas.
s. Pokok-pokok mengenai putusnya
perkawinan
2. Buku Il Tentang Hukum Kewarisan
Buku ini terdiri atas 6 bab dan 12 pasal (Pasal
171 -214) mengenai materi pokok hukum kewarisan
sebagai berikut :
a. Secara umum sama dengan faraidh.

b. Anak angkat tetap di luar ahli waris.
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c. Porsi anak perempuan tidak mengalami
reaktualisasi.

d. Penertiban warisan anak yang belum dewasa.

e. Plaatvervulling secara modifikasi.

f.  Penertiban dan penseragaman hibah.

3. Buku Il tentang Hukum Perwakafan

Buku ini terdiri atas 5 bab dan 12 pasal (Pasal
215 -228). mengenai materi pokok hukum perwakafan
sebagai berikut :

a. Pokok materi secara umum.

1) perwakafan di bidang pertanahan.

2) Menertibkan administrasi perwakafan.
b. Pertanggung jawaban yang jelas.

Pada pasal penutup yaitu Pasal 229, memberi
peluang kepada Hakim untuk memperhatikan nilai-
nilai yang hidup di kalangan umat Islam untuk
selanjutnya dirumuskan dalam putusannya, sehingga
putusan Hakim  sesuai dengan rasa keadilan

masyarakat.



